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BERITA DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHUN   2006   NOMOR   2  SERI   A 
   

PERATURAN WALIKOTA BOGOR 
NOMOR   22  TAHUN    2006 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN  

PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA  DAERAH   
TAHUN  ANGGARAN  2006 

 
WALIKOTA BOGOR, 

 
Menimbang       :   a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kota Bogor Nomor 13   Tahun 
2006 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006, maka sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah tersebut perlu Penjabaran sebagai 
landasan untuk operasional 
pelaksanaannya; 

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  
Daerah Tahun  Anggaran  2006; 
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Mengingat :  1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah  Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4363), sebagaimana telah diubah dengan   
Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
127, Tambahan  Negara Republik Indonesia Nomor 
3985); 

 
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

 
4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 
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5. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 

 
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4286); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4383); 

 
11. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4400); 
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12. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4437); 

 
13. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4165); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4024); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4028); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001  Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001  Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4513 ); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 );  

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 ); 
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24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002      Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4418);  

 
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata  Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4  Seri D); 

 
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D); 

 
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 

tentang  Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bogor  (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2004 Nomor  16  Seri  E), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan  Daerah  Kota Bogor 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2005 Nomor  5  Seri  E) ; 
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29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor  17 Tahun 2004 
tentang Rencana Strategis (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2004 Nomor 17      Seri  E) ; 

 
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor  9   Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor  6  
Seri  E) ; 

 
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2006 

tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2006 Nomor  1  Seri  A);  

 
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri  A);  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2006. 

 
 

Pasal   1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas: 

 
1. PENDAPATAN : 

a. Semula 
b. Bertambah / (Berkurang) 

Rp.  
Rp. 

501.705.967.754,00 
32.313.405.968,58 

 
Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Rp. 534.019.373.722,58 
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2. BELANJA : 
 

a. Semula 
b. Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 
Rp. 

545.381.082.594,00 
22.744.482.942,00 

 
Jumlah Belanja  setelah 
Perubahan 

Rp. 568.125.565.536,00 

Surplus (Defisit) Setelah 
Perubahan 

Rp. (34.106.191.813,42) 

 
3. PEMBIAYAAN 
 
    a. Penerimaan : 

1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 
Rp. 

52.558.808.840,00 
702.080.727,00 

 
Jumlah Penerimaan 
setelah Perubahan 

Rp. 53.260.889.567,00 

 
    b. Pengeluaran : 
 

1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 
Rp. 

8.883.694.000,00 
10.271.003.753,58 

 
Jumlah Belanja  setelah 
Perubahan 

Rp. 19.154.697.753,58 

   
Jumlah Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

Rp. 34.106.191.813,42 

   
 
 
 

Pasal   2 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 Peraturan ini dirinci lebih lanjut 
pada lampiran Peraturan ini.  
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Pasal   3 

 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

Pasal   4 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 

  
 

Ditetapkan  di  Bogor 
pada  tanggal  10 Nopember 2006 
 
WALIKOTA BOGOR, 

t.t.d 
DIANI BUDIARTO 

 
 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal  10  Nopember  2006 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
 
 
 
 

       DODY  ROSADI 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR   
TAHUN  2006   NOMOR   2  SERI  A 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni


